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Abstrak 
Harta gono gini dalam pernikahan yang dihasilkan bersama setelah terjadinya 
pernikahan, hal ini tidak menuntut kemungkinan akan terjadi perceraian yang 
dimana akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dengan judul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Gono Gini Benda Tidak Bergerak” 
memiliki rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan 
perkara yang berpedoman pada Undang-Undang dan Hukum Islam. Ditolaknya 
gugatan harta bawaan oleh hakim. Pembagian harta masing-masing mendapatkan 
seperdua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan-aturan yang 
mengatur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini 
termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif yaitu peneliti terjun 
langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap mengenai Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Harta Gono Gini Benda Tidak Bergerak (Studi Putusan 
Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk), metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi,dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Berdasarkan analisis data yang 
dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi landasan hukum terhadap 
putusan Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Huruf F Kompilasi Hukum Islam dan juga didukung 
dengan alat bukti yang kuat sehingga putusan majelis hakim menyatakan harta 
bawaan dijadkan harta gono gini dan menghukum penggugat untuk membagi 
seperdua dari harta tersebut sesuai dengan Pasal 97 Kompiasi Hukum Islam. 
Implikasi dari penelitian ini bahwa sebelum terjadi pernikahan sebaiknya 
dilakukan perjanjian untuk menentukan pembagian harta ketika dikemudian hari 
terjadi perceraian untuk memudahkan proses pembagian harta bersama dalam hal 
ini harta dilimpahkan kepada ahli waris atau anak kandung. 
 
Kata Kunci: Bawaan,Benda Tidak Bergerak, Harta, Putusan 
 
Abstract 
The Gono Gini treasure in a marriage that was jointly produced after the 
marriage, this does not require divorce which will cause problems in the future, 
with the title "Overview of Islamic Law Against Immovable Assets" The 
immovable object "case which is guided by Islamic Law and Law . The judge has 
denied his property suit. The distribution of assets each get a half. The purpose of 
this study is to study the rules set and the judge's judgment in deciding a case. 
This research includes field research or qualitative field research that is research 
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plunging directly into the field in order to obtain complete data on Islamic Law 
About Non-Movable Property (Decision Study Number 609 / Pdt.G / 2016 / PA 
Blk), data collection methods used are interviews, observation, and 
documentation. While what is used is to discuss normative-juridical. Based on the 
analysis of the data carried out, conclusions are obtained that form the legal 
basis for the decision Number 609 / Pdt.G / 2016 / PA Blk is Article 35 of Law 
Number 1 of 1974 and Article 1 Letter F of the Compilation of Islamic Law and is 
also supported by evidence strong so that the verdict of the panel of judges stated 
that the inheritance was made as gono assets and sentenced the plaintiff to divide 
half of the assets in accordance with Article 97 of the Compilation of Islamic Law. 
The implication of this research before marriage takes place is to determine the 
distribution of compilation assets in the future divorce will occur to facilitate the 
process of sharing shared assets in this case the assets are transferred to the heirs 
or biological children. 
 
Keywords: Defaul,  Inanimate Objects, Treasure, Decision 
 
A. Pendahuluan 
Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbu-tumbuhan. Ia 
adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan untuk makhluk-
Nya berkembang biak dan melestrikan hidupnya.1 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan 
bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara 
keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan 
merupakan ucapan yang seremonial yang sakral.2 
Dalam sebuah pernikahan belumlah sah tanpa adanya akad nikah. Akad 
ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qobul diucapkan oleh 
mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi.3 Seorang 
mempelai laki-laki tidak lupa memberikan mahar kepada mempelai 
wanitanya, mahar ialah pemberian dari seorang calon mempelai laki-laki 
                                                        
1 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9 
2 Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakaha: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. V; 
Depok: Rajawali Perss, 2018), h. 9 
3 Supardin,  Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Cet. II;  Makassar: Alauddin 
University Press, 2018), h. 101. 
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kepada seorang calon mempelai perempuan baik berbentuk uang, barang 
atau lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Bentuk mahar 
ini biasanya telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dijadikan 
sebagai mahar atau maskawin, mahar ini sangatlah berfariasi tergantung 
bagaimana pihak perempuan menerimanya4 
Setelah berlangsunya pernikahan dan telah terjadi akad, maka telah sah 
pernikahan antara seorang pria dengan wanita, yang dimana pernikahan ini 
adalah keinginan setiap manusia dalam melengkapi hidupnya terutama 
memiliki keturunan atau biasa juga disebut dengan anak. Anak ialah 
titipan Allah yang harus dirawat dan dijaga sepenuh hati sebab ia adalah 
harta yang paling berharga. 
Dalam pernikahan suami sangat berperan penting sebagai kepala rumah 
tangga yang bertugas untuk menafkahi keluarganya. Nafkah ialah suatu 
kewajiban yang mesti dilakukan berupa nafkah lahir terhadap istri, anak 
dan keluarga serta nafkah batin kepada istri. 
Dalam hal ini suami mengumpulkan harta yang dimana selama pernikahan 
harta ini disebut dengan harta bersama antara suami dan istri. Namun 
dalam hal ini pada dasarnya dalam hukum islam harta bersama suami istri 
tidaklah dikenal karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitap 
fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual, asas 
dasar ini suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup 
dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami 
sendiri.5 
Allah berfirman dalam QS. At-Talaq/65: 7 
 
ن َسعَتِِهۦۖ َوَمن قُِدَر َعلَۡيِه رِ  ٓ َءاتَى  ِفۡق مِ يُنۡزقُهُۥ فَلۡ ِليُنِفۡق ذُو َسعَٖة م ِ ا ُ مَّ ُُۚ ََل يَُكل ُِف ٱّللَّ  نَۡفًسا إَِلَّ َمآ هُ ٱّللَّ
ُ بَۡعدَ عُۡسٖر يُۡسٗرا َهاُۚ َسيَۡجعَُل ٱّللَّ  َءاتَى 
Terjemahnya: 
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 
dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari 
                                                        
4 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Cet. I; Makassar: Alauddin University 
Press, 2006),  h. 54.  
5 Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakaha: Kajian Fikih Nikah Lengkap,  h. 180 
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harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. 
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.6 
 
Ayat diatas menggambarkan bahwa memberikan nafkah itu hukumnya 
wajib namun jumlah yang ditentukan atas nafkah itu sendiri tidaklah 
ditentukan jumlahnya melainkan, sesuai dengan kesanggupan pemberi 
nafkah sebab kadang kala kesempitan itu ada, namun Allah menjanjiakan 
bahwa setelah adanya kesempitan maka Allah akan memberikan 
kelapangan kepadanya. Itulah janji Allah kepada umatnya dan janji Allah 
itu pasti akan dikabulkan ketika seorang hamba berdoa dan berusaha di 
jalan Allah. 
Tidak menuntut kemungkinan dalam suatu pernikahan yang dibinah oleh 
seorang kepalah rumah tangga diambang dengan perceraian, hal ini terjadi 
sebab beberapa faktor yang di mana faktor inilah yang memicu timbulnya 
perceraian sehingga tidak sedikit orang yang berada difase ini menyerah 
dan mengorbangkan usia pernikahannya yang sudah relatif lama. 
Perceraian dalam fikih disebut dengan kata talak. Talak sendiri berasal dari 
bahasa arab, yang akar kata dari talak adalah al ithlaq yang berarti 
melepaskan dan meninggalkan. Dalam syariat islam talak diartikan 
melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.7 
Parah ulama mendefinisikan talak sebagaimana berikut ini: 
Menurut Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah: 
لَْفٍظ َمْخُصْوٍص أَلطَّالَُق إَِزالَةُ النََّكا حِ أُْونَْقَصاَن َحلَِّه بِ   
 
Artinya: 
“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan 
ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”8 
 
Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah: 
 حلُّ َعْقدُ النََّكا حِ بِلَْفِظ الطَّالَِق َونَْحِوهِ 
Artinya: 
 “melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.9 
                                                        
6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 559. 
7 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah. Terj. Fikih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala, 2009. h. 2. 
8 Abdul Rahman al-Jarizy, Kitab al-fiqh al-Madzhab Arba’ah, Bairut: Dar al-kutub al-
Islamiyah, h. 485. 
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Setiap orang yang mencari keadilan yang memiliki perkara, maka akan 
dianjurkan untuk datang ke pengadilan, adapun tujuan para pihak-pihak 
perkara  memilih menempuh jalur Pengadilan Agama bukan hanya 
semata-mata untuk menyelesaikan perkaranya, akan tetapi untuk 
memulihkan hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dan dipulihkan 
melalui putusan Pengadilan Agama dan dapat dilaksanakan berdasarkan 
kasus perkara yang dimana penggugat mengajukan gugatan terhadap 
tergugat atas adanya hak-hak yang dirugikan. 
 
B. Metode Penelitian 
Jenis yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau biasa 
juga disebut dengan (field research). Dengan menggunakan metode 
penelitian deskriptif, metode ini merupakan sebuah penelitian yang 
dilakukan secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian dengan 
objek yang akan diteliti.  Metode ini diambil oleh penusis sebab judul yang 
diangkat oleh penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau field 
research yang dimana bertujuan untuk mengetahui kebijakan hakim dalam 
memutuskan putusan eksekusi lelang yang diajukan oleh pihak yang 
merasa dirugikan oleh lawannya.  
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Pedoman Hakim Dalam Undang-Undang Dan Hukum Islam 
Dalam Memutuskan Perkara 
Seorang hakim hendaklah memutuskan suatu perkara berdasarkan dengan 
syariat-syariat islam dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang 
berlaku yang mengatur tentang pernikahan, pembagian harta, perceraian 
dan hal lain-lain yang menyangkut ruang lingkup Pengadilan Agama.10 
Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/04: 58 
                                                                                                                                                       
9 Abu Zakaria al-Anshari, Fathul Wahab, Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, h. 412. 
10 Husain (55 tahun), Panitera di PA Bulukumba. Wawancara, di kantor Pengadilan 
Agama Bulukumba pada tanggal 27 februari 2019. 
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ٓ أَۡهِلهَ  ِت ِإلَى  نَ  َ يَۡأُمُركُۡم أَن تَُؤدُّواْ ٱۡۡلََم  َ َن ٱلنَّاِس أَن تَۡحكُُمواْ بِ َكۡمتُم َبيۡ إِذَا حَ ا وَ إِنَّ ٱّللَّ ٱۡلعَۡدِلُۚ إِنَّ ٱّللَّ
ا بَِصيٗرا   َ َكاَن َسِميعََۢ ا يَِعظُكُم بِِهۦٓۗٓ إِنَّ ٱّللَّ  نِِعمَّ
 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”11 
Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam pasal 35 dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 
berbunyi:12 
1) Harta benda yang diperoleh semasa perkawinan menjadi harta benda 
bersama 
2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah 
penguawasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan 
lain. 
Berdasarkan kandungan pasal tersebut diatas maka hakim menimbang 
bahwa filosofi ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan dimaksudkan untuk diberi penghargaan terhadap suatu 
harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami istri,13 
dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 1 huruf f kompiasi hukum islam 
yang menegaskan bahwa  “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah 
adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri 
selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta 
bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.14 
Kemudian berdasar pada ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan “bila perkawinan putus karena 
perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.15 
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum 
                                                        
11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. 
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor  Tahun 1974, bab VII, pasal 35 
13 Sumber Data: Putusan Perkara Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk 
14 Republik Indonesia, Kompiasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan Bab XIII 
pasal I huruf f. 
15 Sumber Data: Putusan Perkara Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk 
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Islam ditegasakan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 
perjanjian perkawinan”.16 
Bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal tersebut diatas, 
menurut pendapat majeis hakim bahwa dengan menggunakan tafsir hukum 
gramatika, pembagian harta bersama suami istri dilakukan setelah terjadi 
perceraian antara keduanya, apakah dalam konteks cerai hidup atau cerai 
mati, sepanjang suami istri berselisih pendapat mengenai harta bersama 
yang penyelesaiannya diakukan di Pengadilan Agama, oleh karena 
pembagian harta bersama hanya bisa terjadi pasca  perceraian.17 
Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu saja harus dengan 
pertimbangan yang sangat matang dan sesuai dengan aturan-aturan yang 
berlaku sehingga dapat terciptanya putusan dengan seadil-adinya, berikut 
ini beberapa pertimbangan majelis hakim  dalam kasus perkara Nomor 
69/Pdt.G/2016/PA Blk . 
Dalam gugatan penggugat mengajugak gugatan berupa harta bawaan 
berupa tanah dengan berdirinya satu buah rumah permanen dibangun 
diatas tanah milik penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang 
tuanya seluas kurang lebih 594 meter persegi dengan PBB Nomor 73-02-
090-005-004-0036-0 terletak di dusun padodo desa bijawang kecamatan 
ujung loe kabupaten bulukumba kemudian pada tahun 2010 sebagian tanah 
tersebut dibaguni rumah permanen sebagai rumah bersama penggugat dan 
tergugat dengan ukuran 9 X 20 = 180 meter persegi dengan batas-batas 
sebagai berikut: 
- Utarah dengan tanah sawah milik A. Burhan 
- Timur dengan tanah rumah A. Tasnin 
- Selatan dengan jalanan 
- Barat dengan tanah rumah A. Rukiyah 
Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat                                                                                                                
telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi dengan lisan, tergugat 
                                                        
16 Anshary, Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya, (Bandung: Mandar Maju, 
2016), h. 5 
17 Sumber Data: Putusan Perkara Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk 
Tinjauan Hukum Islam Tentang Harta Gono Gini  
Benda Tidak Bergerak (Studi Kasus Nomor 609/Pdt.G/2016/Pa Blk) 
 
Usbar, St. Nurjannah 
 
QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 | 199  
dengan sangat tegas membantah dalil gugatan tersebut diatas yang dimana 
dalam konvensi tergugat mengatakan bahwa benar antara penggugat dan 
tergugat telah membangun satu buah rumah permanen namun tidak 
dibangun diatas tanah miik penggugat yang didapat dari harta warisan atau 
harta bawaan untuk penggugat, tapi dibangun diatas tanag penggugat dan 
tergugat telah beli dari Abdul Wahid Syam yang merupakan saudara 
kandung penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 
396/JB/UL/X/2012.18 
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan 
bukti-bukti sebagai berikut: 
1) Surat 
Yang terdiri dari beberapa lembar foto copy yang teah dicocokkan dengan 
aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi materai secukupnya, berupa: 
1. Akta cerai Nomor 293/AC/2016/PA Blk, tanggal 29 juni 2016 yang 
dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Bulukumba 
2. Surat keterangan pemberian tanah bangunan, tertangga 1 mei 2009 
3. SPPT PBB tahun 2015 
4. SPPT PBB tahun 2006 
5. Rekening Koran Bank Sulsebar tanggal 20 januari 2017 
6. Kwitansi tanggal 02 januari 2010 
7. Kwitansi tanggal 11 november 2011 
2. Saksi-Saksi 
Saksi I, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, 
tempat kediaman di dusun padodo, desa bijawang, kecamatan ujung loe, 
kabupaten bulukumba dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada 
pokoknya adalah sebagai berikut: 
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat sebagai tante 
penggugat 
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat memiliki harta yang 
diperoleh daam masa perkawinan yaitu berupa rumah dan kios 
                                                        
18 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013),   h. 2-3 
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- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumahnya, namun yang saksi ketahui, 
rumah permanen tersebut berdiri diatas tanah orang tua penggugat yang 
diberikan sebelum menikah dengan tergugat 
- Bahwa tanah yang berukuran 25 m x 25 m tersebut diberikan oleh ibu 
penggugat kepada penggugat pada sekitar tahun 198819 
 Saksi II, umur 39 tahun,agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, 
bertempat tinggal di dusun padodo, desa bijawang, kecamatan ujung loe, 
kabupaten bulukumba, dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada 
pokoknya adalah sebagai berikut: 
- Bahwa saksi adalah ipar penggugat 
- Bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat, yang saksi 
ketahui ada harta yang diperoleh selama pernikahan berupa satu buah 
rumah permanen dan satu petak kios 
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut berukuran 9 x 22 m² yang dibangun 
diatas tanah pemberian dari kakak penggugat yang juga suami saksi 
bernama Wahid Syam 
- Bahwa yang saksi ketahui, suami saksi memberikan tanah tersebut 
kepada saudari perempuannya yang belum mendapatkan bagian 
peninggalan dari nenek penggugat, dan tanah itulah yang digunakan 
untuk membangun rumah penggugat dan tergugat.20 
Dalam hal ini sudah terdapat perbedaan keterangan antara saksi pertama 
dengan saksi kedua yang diajukan oleh penggugat, yang dimana 
keterangan tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam 
memutuskan perkara tersebut.21 
Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat 
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 
1) Surat 
 Yang terdiri dari beberapa lembar foto copy, telah dicocokkan dengan 
aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, berupa: 
                                                        
19 Sumber Data: Putusan Perkara Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk 
20 Sumber Data: Putusan Perkara Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk 
21 Husain (55 tahun), Panitera di PA Bulukumba. Wawancara, di kantor Pengadilan 
Agama Bulukumba pada tanggal 27 februari 2019. 
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-   Sertifikat hak milik Nomor 20 yang dikeluarkan oleh badan pertanahan 
nasional oleh kabupaten bulukumba 
-   Akta jua beli Nomor 396/JB/UL/X/2012 tanggal 30 oktober 2012 yang 
dikeluarkan oleh PPAT kabupaten bulukumba 
2) Saksi-Saksi 
Saksi I, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, 
bertempat tinggal di desa bijawang, kecamatan ujung loe, kabupaten 
bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat 
- Bahwa saksi tahu selama menikah, penggugat dan tergugat memiiki 
harta bersama berupa 1 buah bangunan rumah dan 1 buah bangunan 
kios 
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun pada tahun 2008, dan 
dibangun diatas tanah yang dibeli dari nenek penggugat 
- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang menerima uang 
pembelian tanah tersebut.22 
Saksi II, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan pensiunan PNS, 
bertempat tinggal di jalan Mario Nomor , kelurahan ela-ela, kecamatan 
ujung bulu, kabupaten bulukumba, dibawah sumpah menerangkan hal-ha 
yang pada pokoknya adaah sebagai berikut: 
- Bahwa saksi ada hubungan darah dengan tergugat pebagai paman 
penggugat 
- Bahwa saksi tahu dari tergugat mengenai tanah yang dibanguni rumah  
tersebut adaah tanah yang dibeli oleh tergugat dari nenek penggugat 
dengan harga Rp.15.000.000.00 
- Bahwa tanah tersebut sewaktu dibeli pada saat  saudara kandung 
penggugat mau menikah alu dijual tanah tersebut kepada tergugat 
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembelian tanah tersebut23 
                                                        
22 Sumber Data: Putusan Perkara Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk 
23 Sumber Data: Putusan Perkara Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk 
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Bahwa dari keterangan kedua saksi yang telah disimpulkan diatas, majelis 
hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan 
harta berupa sebuah rumah permanen berukuran 9 m x 20 m dan sebuah 
bangunan kios berukuran 3m x 5 m sebagai harta yang diperoleh 
penggugat dan tergugat selama dalam pernikahannya, dinilai telah saling 
bersesuaian satu sama lain dan dan mendukung dalil-dalil penggugat, 
sehingga secara materil patut dinyatakan telah memenuhi syarat bukti 
saksi, dan dihubungkan pula dengan pengakuan tergugat serta hasil 
pemeriksaan setempat atas kedua obyek sengketa dimaksud, karena itu 
dinyatakan terbukti bahwa selama dalam masa perkawinan penggugat dan 
tergugat telah memperoleh sebuah permanen berukuran 9 m x 20 m dan 
juga kios berukuran 3 m x 5 m yang terletak di dusun padodo, desa 
bijawang, kecamatan ujung loe, kabupaten bulukumba. 
Bahwa berkaitan dengan tanah yang dibanguni rumah dan kios tersebut 
sebagaimana didalilkan oleh penggugat adalah merupakan harta warisan 
orang tua penggugat, dihubungkan dengan keterangan kedua saksi 
penggugat yang dinilai berbeda satu sama lain. Sebagaiman keterangan 
saksi 1 yang menyebutkan bahwa tanah tersebut diberikan oleh ibu 
penggugat kepada penggugat pada sekitar tahun 1988, sedangkan menurut 
saksi 2 bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari kakak kandung 
penggugat bernama Abd.Wahid Syam. 
Oleh karena terjadinya perbedaan keterangan dari kedua saksi tersebut, 
maka untuk menguji kebenaran formal terkait dengan keberadaan tanah 
yang dibangun diatasnya sebuah bangunan rumah  beruuran 9 m x 2 m dan 
kios berukuran 3 m x 5 m, majelis hakim menggunakan bukti-bukti yang 
telah diajukan baik oleh penggugat dan tergugat untuk dipertimbangkan 
dalam perkara ini. 
Berdasarkan bukti bertanda surat keterangan pemberian tanah bangunan 
yang telah dipertimbankan sebagai bukti permulaan, dan diperhadapkan 
dengan bukti tergugat berupa akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT 
atas nama Syafruddin Nawawi S.H, dimana bukti ini, patut dinilai sebagai 
bukti yang secara formal dan materil telah memenuhi syarat bukti autentik, 
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serta telah memenuhi batas minimal bukti yang bersifat sempurnah dan 
mengikat. 
Berdasarkan dengan bukti-bukti dalam persidangan baik dari pengakuan 
tergugat, alat bukti penggugat maupun aat bukti tergugat, majelis hakim 
berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pemilik tanah yang dibanguni 
rumah penggugat dan tergugat pada tahun 2008 dan rampung pada tahun 
2010, dan terlepas pulah dari bukti bertanda surat keterangan pemberian 
tanah bangunan yang menerangkan bahwa abd. Wahib Syam telah 
memberikan sebidang tanah kepada penggugat seluas 594 m², namun 
ternyata pada tahun 2012 telah terjadi jual beli antara penggugat dengan 
Abd.Wahib Syam atas sebidang tanah seluas  621 m² pada tahun 2012, 
sebagai bukti bertanda saat itu penggugat dan tergugat masih terikat dalam 
masa perkawinan atau belum terjadi perceraian, maka dari pertimbangan 
majelis hakim terhadap alat-alat bukti diatas, harus dinyatakan terbukti 
bahwa penggugat dengan tergugat telah membeli sebidang tanah dari 
abdul wahid syam seluas 621 m² yang diatas tanah tersebut telah dibangun 
sebuah rumah berukuran 9 m x 20 m dan kios berukuran 3 m x 5 m yang 
terletak di dusun padodo, desa bijawang, kecamatan ujung loe, kabupaten 
bulukumba. 
Menimbang dengan demikian, berkaitan dengan bukti SPPT PBB tahun 
2015 dan SPPT PBB tahun 2006 dihubungkan dengan pertimbangan 
diatas,  maka menurut pendapat majelis hakim dengan mengutip Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/2002, tertanggal 26 februari 2004, 
yang menyebutkan bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak 
atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas 
hibah tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 210 ayat 1 
Kompiasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka 
segerah tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah, jika 
tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah 
tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan 
perubahan status kepemilikannya.24 
                                                        
24 Sumber Data: Putusan Perkara Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk 
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Bahwa dengan demikian dengan adanya bukti surat keterangan pemberian 
tanah bangunan, status atau kedudukan obyek sengketa seluas 594 m² 
sebagaimana dalam gugatan penggugat yang dibuktikan dengan SPPT 
PBB tahun 2015 dan SPPT PBB tahun 2006 yang telah dipertimbangkan 
bukan sebagai bukti kepemilikan yang sempurnah maka dengan bukti surat 
keterangan pemberian tanah bangunan tersebut patut dinyatakan bahwa  
obyek sengketa yang menjadi hak milik penggugat dengan tergugat adalah 
obyek sengketa seluas 621 m². 
Sehingga dengan demikian, karena uraian gugatan penggugat yang 
berkaitan dengan harta  bawaan tersebut dinilai tidak jelas, kabur, maka 
harus dinyatakan tidak dapat diterima.25 
3. Pembagian Harta Gono Gini Masing-Masing Penggugat dan 
Tergugat Mendapatkan Seperdua Dari Harta Bersama 
Allah berfirman dalam QS Al-Hujurat/49: 9. 
ُهَما َعلَى ٱۡۡلُۡخَرى  نَۢ بََغۡت إِحۡ ۖا فَإِ ُهمَ َوإِن َطآئِفَتَاِن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ٱۡقتَتَلُواْ فَأَۡصِلُحواْ بَۡينَ تِلُواْ ٱلَّتِي  دَى 
فَقَ 
ُِۚ فَإِن فَآَءۡت فَأَۡصلِ  ٓ أَۡمِر ٱّللَّ  إِنَّ ٱۡدِل َوأَۡقسِ ُهَما بِٱۡلعَ  بَۡينَُحواْ تَۡبِغي َحتَّى  تَِفٓيَء إِلَى 
َ يُِحبُّ طُٓواْۖ ّللَّ
 ٱۡلُمۡقِسِطيَن  
 Terjemahnya: 
 “dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang Berlaku adil”.26 
 
Berdasarkan putusan hakim tersebut diatas yang menyatakan bahwa harta 
bawaan penggugat berupah tanah yang diberikan oleh ibu penggugat telah 
dinyatakan ditolak oleh majelis hakim berdasarkan pembuktian yang telah 
sah keabsahannya, oleh karena itu majelis hakim mengadili : 
1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian 
2. Menetapkan objek sengketa berupa : 
a) Satu buah bangunan rumah permanen berukuran 9 m x 20 m yang 
berdiri diatas tanah seluas 621 m² , terletak di dusun padodo, desa 
bijawang, kecamatan ujung loe, kabupaten bulukumba. 
                                                        
25 Sumber Data: Putusan Perkara Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk 
26 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 280 
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b) Satu buah bangunan kios berukuran 3 m x 5 m berdiri diatas tanah 
seluas 621 m², terletak di dusun padodo, desa bijawang, kecamatan 
ujung loe, kabupaten bulukumba. 




 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagian dari amar 




(seperdua) bagiannya lagi menjadi bagiannya tergugat 
4. Menghukum penggugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai 
bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, 
maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau KPKNL untuk 
dijual lelang, dengan hasil elang tersebut diserahan kepada penggugat 
dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing 
5. Menyatakan gugatan penggugat mengenai harta bawaan  tidak dapat 
diterima 
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya27 
 
D. Penutup 
1. Berdasarkan Putusan Nomor 609/Pdt.G/206/PA Blk bahwa yang 
menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara 
pembagian harta gono gini adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar 
hukum pertimbangan kasus putusan perkara Nomor 609/Pdt.G/2016/PA 
Blk 
2. Mengenai ditolaknya harta bawaan penggugat dengan Putusan Nomor 
609/Pdt.G/2016/PA Blk ialah bukti yang diajukan oleh penggugat 
berupa Surat Keterangan Pemberian Bangunan bersifat lemah dimata 
hukum dan kedua saksi yang menjadi saksi penggugat terdapat 
perbedaan pernyataan mengenai harta benda tidak bergerak tersebut 
kemudian dengan pembuktian tergugat yang dianggap berkekuatan 
hukum tetap berupa Akta Jual Beli Nomor 396/JB/UL/X/2012 yang 
dikeluarkan oleh PPAT Kabupaten Bulukumba dan Sertifikat Hak 
                                                        
27 Sumber Data: Putusan Perkara Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk 
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Milik Nomor 20 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional 
Bulukumba dan selama Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan tidak 
ada yang merasa keberatan. 
3. Dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa 
janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapatkan seperdua 
dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan maka dengan pasal ini dan telah dipastikan bahwa dalam 
pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah ada perjanjian dalam 
pernikahan, maka putusan hakim menyatakan bahwa harta bersama di 
bagi seperdua, karena melihat ketidak mungkinan pembagian harta 
benda fisik dibagi seperdua maka diserahkan kepada Kantor Lelang 
Negara atau KPKNL untuk dijual lelang. 
 
E. Saran  
1. Setelah adanya putusan di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II 
berdasarkan putusan Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Blk hendaknya 
sebelum dilakukan pernikahan melakukan kesepakatan mengenai harta 
bersama sehingga ketika terjadi perceraian tidak menimbulakan 
perselisihan dikemudian hari. 
2. Demi kemaslahatan semua pihak, harta yang dipersengketakan itu 
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